
BUPATI KATINGAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR '23- TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

a. bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka 
ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan 
kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan 
dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 
berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian program dan kegiatan pada 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau keadaan 
yang menyebabkan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan 
dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 
90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefi.kasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang 
dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifi.kasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifi.kasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk 
melakukan perubahan Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten 
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4180); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
630); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 77); 

,y 
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20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 10 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 
Nomor 734); 

21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 Tahun 2023 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 
747); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI KATINGAN NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 
2024. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 23 
Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2023 Nomor 747), diubah sebagai berikut: 

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 4A 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Katingan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeflkasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) 

BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

TAHUN BERKENAAN 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan. 

Diundangkan di Kasongan 
pada tanggal ,-c;. ~ lJ 2.07,.t\-

~iii!:'!1'1~~ ARIS DAERAH 
,_,..=1:Jf~"" Jf~,~~~"l'EN KATINGAN, 


